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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Pengaturan mengenai perjanjian penitipan hewan ini berdiri sendiri karena 

berbeda dengan perjanjian pentipan barang yang diatur dalam KUHPerdata, 

maka dari itu perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama. 

Hewan sebagai objek penitipan perjanjian tidak dapat disamakan dengan 

barang, karena hewan merupakan makhluk hidup layaknya manusia, yang 

dapat berkembang, sakit, dan mati. Pengaturan mengenai larangan 

pencantuman klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 18 UUPK ayat (1) dan 

dapat dikatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula baku yang berisi 

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian 

yang terjadi. Namun tidak semua klausula pengalihan tanggung jawab tersebut 

mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pasal 18 ayat (1) huruf a 

UUPK hanya melarang pengalihan tanggung jawab, tetapi tidak melarang 

pembatasan tanggung jawab. Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula 

yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen secara mutlak tanpa 

pembatasan serta kelonggaran apapun, maka klausula tersebut dilarang untuk 

dicantumkan karena memenuhi unsur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK 

dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi apabila pelaku usaha dalam 

klausula eksonerasinya memberikan kelonggaran seperti batas waktu 

pengembalian atau claim atas kerugian, maka klausula eksonerasi ini 

dibolehkan untuk dicantumkan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 18 

ayat (1) huruf a UUPK, serta mempunyai kekuatan mengikat.  

 

Klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan anjing House of Praetorian 

yang tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah klausula nomor (1) dan (4) 
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karena House of Praetorian menggeneralisir faktor penyebab kerugian dan 

pengalihannya bersifat mutlak. Sedangkan klausula eksonerasi yang 

mempunyai kekuatan mengikat adalah klausula eksonerasi nomor (3) karena 

klausula tersebut bukan merupakan pengalihan yang mutlak melainkan ada 

pembatasan berupa tenggang waktu.  

 

Dalam formulir penitipan kucing Happy Cat House, kedua klausula 

eksonerasi di dalamnya bersifat mengikat karena jelas tidak mengalihkan 

tanggung jawab secara mutlak, melainkan ada pembatasan.  

 

Sedangkan klausula eksonerasi yang terdapat dalam dokumen syarat penitipan 

hewan Suci Pet Shop yaitu butir (5) dan (6) jelas tidak mengikat bagi para 

karena kedua klausula tersebut secara mutlak mengalihkan tanggung jawab 

kepada konsumen tanpa syarat apapun.  

 

2. Saran 

Karena keberadaan klausula baku dalam perjanjian yang tidak mungkin 

dihilangkan di era yang semakin modern ini dan klausula eksonerasi yang juga 

terkadang dibutuhkan dalam transaksi perdagangan, makapelaku usaha 

khususnya di bidang jasa penitipan hewan diharapkan tidak menggunakan 

klausula eksonerasi yang mutlak mengalihkan tanggung jawab kepada 

konsumen atau pemilik hewan karena akan sangat merugikan konsumen, 

padahal kerugian yang dialami konsumen atas sakit atau matinya hewan 

titipan kemungkinan dapat terjadi karena kesalahan pihak penitipan hewan itu 

sendiri (human error). Baik pelaku usaha dan konsumen diharapkan 

mempunyai itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian dan transaksi 

perdagangan, khususnya di bidang jasa penitipan hewan, agar terciptanya 

keseimbangan di antara para pihak.  
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